
1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi .Jawa 
Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 teruang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312), sebagaimana telah cliubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 
Tahun l 985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor I I Tahun 1995 tentang Cukai [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tarribaha n 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana 
Lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

. icruang Pcrubahan Atas Undang-Undang Nornor 11 Tahun 1995 
tcruang Cukai (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 
Nomor I 05, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4755); 

:'i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 199q tenrang Penyelenggaraan 
Negara yong Bersih don Bebas dari Korupsi, Kohrsi dan Nepotisrne 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
'Tarnbahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor · 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia .:''~=r ~2~ 

bahwa sebagai pelaksanaan. ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah 
Ka bu paten Kia ten Nomor 17 Tahun 2012 ten tang Anggaran 
Pendapatan don Belanja Daer ah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 
2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupali tentang Pcnjabarari 
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2013; 

BUPATI KLATEI'\, 

DENGAi\ RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA:-.JJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 

TENT ANG 

PERATURA.K BUPATI KLATEN 
NOMOR 49 TAHUN 2012 

BUPATI KLATEN 
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Menimbang: 

• 

• 



• 

::xi:=~,,.-1 .:Cc·:'." Ko::-.o;- l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
'"-'=a:t- l.Cm~-a.:l Nega;a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

-am=:..a- Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
ndan,,-l!:::.da.,g Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perncrikaaan 

Pen~.~.aa."'1 dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbaran 
egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 
g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm 

Perencanaan Pcmbangunan Nas iorial (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor I 04, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcrncrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tarnbahan Lcrnbaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah bcbcrapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Iridone.sia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Pcrirnbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 2R Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan 
Retribusi Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nornor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5049); 

13. Undang Undang Nomor 12 Tahun 20 l I rentang Pernbcntukan 
Peraturan Peraturan Pcrundang-Undangan ( Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahari Lernbaran 
Nega.i·a Rcpublik Indonesia Nornor S234); 

14. Peraruran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pcraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1977 Nomor I I, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3098), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Pcraruran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lcrnbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3 I, Tambahan Lcmbarari Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073): 

15. Peraturan Pemerintah Nomur 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler don Keuangan Pimpiriari dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
.4416), scbagairnana telah diubah tcrakhir dengan Peraturan 
Pemcrintah Nomor 21 Tahun 2007 tcntang Perubuhan Ketiga Atas 
Peraturan Pcrneriruah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokolcr dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lemboron 
Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4712); 

16. Pcraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 rentang Pcngclolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik 
lndoncsia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4502); 

17. Peraruran Pcrncrintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

• 



• 

0 ....::. 2005 No=:.n- .:9. Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
~ esla !1-o:nor ..1503 ; 
Perarurari Pcmerinrah Nomor 54 Tahun 2005 tcntang Pinjaman 
na.- ... ~ [Lernbarari Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
• .:f'> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
-s- 

19 Peri ..... uran Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Pe, mbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

20. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tcntang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tcntang Hibah 
Kepada Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nornor 4577); 

22. Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuarigan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerinlah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Pcnerapan SLandar Pelayonan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraruran Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcniang Pedoman 
Pembinaan don Pcngawasan Penyelenggaraan Pernerintahan 
Daeruh [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nomor 
165, Tombahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

25. Peraruran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian 
Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemcrintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

27. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tent.ung Tata Cara 
Pernberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribuai Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerinlah; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaren Nomor 13 Tahun 2006 
ientang Pcnyertaan Modal Pcmerintah Kabupaten Klaren Pada 
Pcrusahaan Daerah; 

30. Peraturan Dacrah Kabupaten Klaren Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Penetapan Kcwenangan Urusan Pernerintahan Daerah Kabupaten 
Klaten; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaren Nomor :o Taic 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daer~ 

• 



Pasal3 
Larnpiran sebagaimana tersebut daJam PasaJ 2 mcrupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal2 
f>cnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal I dirinci lcbih lanjut dalarn Lampiran Peraturan ini. 

Rp 63.715.456.000,00 Rp 

Rp 79.715.4E6.000,(X) 
Rn )6 exp exp OJO,CQ 

JUJ11Jah Perrbiavaan Neto 
8iSA Letih cernhavaan ~ tahun berkenaan 

Ferrbiavaan 
a Pcncrirraan 
b. Penecluaran 

• 3. 

Rp 376.997.953.000.00 
Jurrlah Belania Rp l.628.484.890.000,00 
Surµus/~fisit) Rp (63.715.456.000,00) 

Rp 23.422.938.410,(X) 
Rp 17 I. 772.340.8'38.00 
Ro 181,802.673.702,(X) 

b. Belania L.anizsung 
I l Belania Pe$1;lwai 
21 Belania Baranz dan .Jasa 
31 Bclania Mx:lal 

Rp l.251.486.937.000,00 

16.800.800.000.00 
11.563. 510. 000 ,(X) 

574. OOJ. lX.lO.O'.J 
83.4<::6. 977 .400.00 
23.375,692.f:OO,CQ 

Ro l.115.667.957.000.(X) 
Ro 
Rp 
Rp 
Rp 
Ro 
Rp 
Rp 

, Belania 
a Belania Tidak J...an!$ung 

ll Belania fu.?awai 
21 Belania &tn!la 
3) Belania &Jbl;idi 
41 Belania 1-libah 
5) l:3el.ania J:sntuan SOSial 
61 Belania 8:12:i Hasi I 
7) Belania Bantuan Katar~i:lfl 
81 Bc!ania Tidak T<.Tth.l!;ia 

Jurrlah Pendapatan Rp l.~.769.434.000,00 

Rp 82.921.~"B.000,(X) 
Ro l.168.763.283.000.(X) 
Rp 313.084.793.000,(X) 

PasaJ 1 
~ -'"a::t ~ clan Belarija Daerah Tahun Ang)1;lran 2013, terdiri aras: 

P..n:iaratan 
2- ~ Asli Daerah 
1 ".R::a~an 
c, ;..am.lain Fendatetan ;,-ang Sah 

PE~TURAN BUPATI TENTA~G PENJABARAN ANGGARAN 
?ENDAPATAN DAN BELANJA l)AE::RAH TAHUN ANGOARAN 2013 

\fE\ofUTUSKAN: 

?catt:...--a:; ::>ae=a.:::. Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2012 
rtarrz !...!1,.::ga.-a."1 Pendapaian dan Belanja Daerah Kabupaten 
aten Tahun Anggaran 2013; 

• 



~ . U>I 

TELAH DITELITI OLEH TANGGAL PAFtAF 
Pit Sekretaris Daerah I'-- 
Keoala OPPKAO ) 
Kabaa Hukum v. ~t 
Kabid Annnaran ~- 
Kas1Penv Teknis APSD )' 

. 

• 
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 NOMOR 42 

SARTfYASTO 

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Diundangkan di Klaten 
pada tanggal 28 Desember 2012 

SUN ARNA 

BUPATI KLATE:'-i, 

Ditetapkan di Klaten 
pada tanggaJ 28 Dcsernber 2012 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupau 
rru dengan penempatannya dalam Serita Dacrah Kabupaten Klaren. 

Pasal 4 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

• 




